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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 54 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN 

KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyediaan, 

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri tentang Penyediaan, Pencairan, dan 

Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian yang Berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5740); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN 

KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau 

Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Wali Kota bagi 

daerah kota. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

Pegawai ASN adalah pegawai yang menerima gaji yang 

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 

selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program, dan kegiatan SKPD sebagai dasar 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK 

adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau 

penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan 

tunjangan cacat. 

12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah 

perlindungan atas risiko kematian bukan akibat 

kecelakaan kerja berupa santunan kematian. 

13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur 

oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja. 

14. Pengelola Program JKK dan JKM adalah PT Dana 

Tabungan (Persero) dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT 

TASPEN (PERSERO). 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, 

dan pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban 

Iuran JKK dan Iuran JKM yang bersumber dari APBD. 

 

BAB II 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN 

PETANGGUNGJAWABAN 

 

Bagian Kesatu 

Penganggaran 

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk 

pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM Pegawai ASN yang 

ditetapkan dalam APBD. 

(2) Besarnya Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Iuran JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat 

persen) dari gaji pokok peserta setiap bulan; dan 
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